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BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR |4 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan;

bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal
perlu adanya pedoman bagi BLUD sebagai acuan pelaksanaan
kerjasama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Muna tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna;,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6389);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara RepubliK
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
MUNA.
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BAB 1V
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 4
Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dilakukan melalui tahapan:
persiapan;
penawaran;
penyiapan kesepakatan;
penandatanganan kesepakatan;
penyiapan perjanjian;
penandatanganan perjanjian; dan
pelaksanaan.
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Pasal 5
Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan
dikerjasamakan; dan
c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila
dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 6
Data yang lengkap terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang
akan dikerjasamakan, dilakukan:
a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan; dan
b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Pasal 7
Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit memuat:
objek yang akan dikerjasamakan;
manfaat kerjasama;
bentuk kerjasama;
tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
jangka waktu kerjasama.
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Pasal 8
Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain:
identitas para pihak;
maksud dan tujuan;
objek dan ruang lingkup kerjasama;
bentuk kerjasama;
sumber biaya; dan
jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan
rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.
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Pasal 9
Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,
disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi:
a. subjek kerjasama;
b. objek kerjasama;
c. ruang lingkup kerjasama;



hak dan kewajiban;

jangka waktu kerjasama;
keadaan memaksa/ force majeure;
penyelesaian perselisihan; dan
pengakhiran kerjasama.
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BAB V
HASIL KERJASAMA BLUD

Pasal 10
(1) Hasil kerjasama BLUD merupakan pendapatan BLUD.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara

langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran
BLUD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11
(1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD dilakukan pemantauan secara berkala oleh
Pemimpin BLUD.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatan Muna.
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Diund kan di Raha
pada tarjggal 2020

Pj. SERRETARIS DAERAH,
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MUHAMAD DJUDUL———

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR



